LEMBARAN' DAERAH KOTA CIRL SON

NOMOR 6 TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya
penambahan dan atau pengurangan
Anggaran Pendapatan dan Relanja Daerah
Kota Cirebon Tahun Anggaran 2006 yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah
Kota Cirebori Tahun Anggaran 2006, maka
periu dilakukan Perubahan Anggaran
Daerah;

b. bahwa Perubshan Ariggaran Pendapatan
dan  Belanja Dzerah  sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon;




Mengingat

1

2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakaria (Lembaran’ Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 551);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
3312), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569):

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 1997 tentang Pajak Dazrah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomar
3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
34 Tahun 2000 (Lembaran Nagara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 1697 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah gan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tzhun
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

.
- e iy
e m ™ T w8

=l




3

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28

10.

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme  (Lembaran  Negara- Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286):;

Undang-Undang Republik !ndonesia Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Republik indonesia Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);




11.

12.

13.

14,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-
Undang Republik indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang ‘Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);

Undang-undang Republix Indonesia Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indon esia
Tahun 2004 Nomor 1 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Ncmor 208, Tambahan Lembaran
Nagara Republik Indenesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20090 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4028);




15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4138);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4139),

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4540);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daeran (Lembaran Negara Repurlik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4574):




20.

Z1.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara' Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575); '

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuarigan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 20086 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun
20C4 tentang Rencana Straiegis Xota Cirebon
Tahun 2003 - 2008 (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 2004 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun
2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan
Leinbaran Daerah Kota Cirebon Nomor 11),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2006
(Lembaren Daerah Kotz Cirebon Tahun 2006
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Cirebon Nomor 5);




26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2
Tahun 2006 tentang Dana Cadangan
Pemerintah  Kota Cirebon (Lembaran
Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
Nomor 6);

27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3
Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun
Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 2008 Nomor 3);

28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4
Tahun 2008 tentang Sisa Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Cirebon Tahun Anggaran 2005
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun
20086 Nomor 4);

29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5
Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal
Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2006 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
CIREBON

dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN-

Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
CIREBON TAHUN ANGGARAN 2006.




Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Bé!éhja Daerah Kota Cirebon
Tahun  Anggaran 2006 semula berjumilah
Rp. 411.071.352.276,95 bertambah sejumlah
Rp. 30.642.420.606,59 sehingga menjadi

Rp. 441.713.772.882,59 dengan rincian sebagai berikut -
1. Pendapatan :

a. Semula ......... Rp. 392.984.422 794,55

b. Bertambah .... Rp. 14.826.256.198.59
Jumlah Pendapatan
setelah perubahan .......... . Rp. 407.810.678.993 54

2. Belanja:

a Semula......... Rp. 405.967.658.911.00

b. Bertambah ... ... Rp. 27.392.440.606,59
Jumlah Belanja setelah
perubahan...... ... Rp. 433.360 (699.517.59
Defisit setelah
PN ol Rp. 25.549.420.524.05

3. Pembiayaan :
a. Penerimaan :

1). Semula ......... Rp. 18.086.909.481,05

2). Bertambah .... Rp. 15.816.184.408.00

Jumlah Penerimaan setelah \
perubahan ..................... Rp. 33.903.093.889,05

e




b. Pengeluaran :
1). Semula ... ... Rp. 5.103.673.365,00

2) Bertambah .... Rp. _3.250.000.000.00

Jumlah Pengeluaran
setelah perubahan .. Rp. 8.353.673.365,00

Jumlah Pembhiayaan

setelah perubahan ... . Rp. 25.549.420.524.05

Pasal 2

Uraian lebih laniut  Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon
Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
Peraturan Daeranh ini yang terdiri dari :

1. Lampiran | . Ringkasan Perubahan
Anggarain Pendapatan dan
Belanja Daerah:

2. Lampiran Il : Rincian Perubahan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

3 Lampiran il : Daftar Rekapitu'asi
' Peubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah  menurut Bidang
Pemerintahan dan  Unit
Organisasi Perangkat

Daerah:
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Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkar
pengundangan Peraturan Daerah ini dengari

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kots
Cirebon,

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 22 Nopember 2006

WALIKOTA CIREBON,
ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 23 Nopember 2006

‘SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ANO SUTRISNO

DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2006 NOMOR 6




